SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 76 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 46 TAHUN
2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengajuan permohonan revisi
anggaran dari beberapa Perangkat Daerah serta sebagai
pelaksanaan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, pergeseran antar obyek belanja dan/atau
antar rincian obyek dilakukan melalui perubahan
penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati
Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7059);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor Republik Indonesia 6322);

S. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2025
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 181);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2025 Nomor 49) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 46
Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor
49) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun
2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 46
Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025
Nomor 68), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar
Rp2.659.084.809.210,41 (dua triliun enam ratus lima puluh sembilan
miliar delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus
sepuluh koma empat satu) rupiah bertambah sebesar Rp4.519.790.994,00
(empat miliar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh
ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) rupiah sehingga menjadi
Rp2.663.604.600.204,41, (dua triliun enam ratus enam puluh tiga miliar
enam ratus empat juta dua ratus empat koma empat satu) rupiah dengan
rincian sebagai berikut :



a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp2.484.364.558.512,96
2. Bertambah/(berkurang) Rp 4.519.790.994,00
Jumlah Pendapatan Daerah setelah
perubahan Rp2.488.884.349.506,96
b. Belanja Daerah
1. Semula Rp2.632.384.809.210,41
2. Bertambah/(berkurang) Rp 4.519.790.994,00
Jumlah Belanja Daerah setelah
Perubahan Rp2.636.904.600.204,41

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan pembiayaan

a) Semula Rp 174.720.250.697,45
b) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp 174.720.250.697,45
2. Pengeluaran pembiayaan
a) Semula Rp 26.700.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp 26.700.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah
perubahan Rp 148.020.250.697,45
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
perubahan Rp0,00

2. Ketentuan Lampiran | diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI BANTUL,
ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 79

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
A0 SEKRETARIS DAERAN KABUPATEN BANTUL
PEMERINTAHAN DAN KESEJAMTERAAN RAKYAT




